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Apabila dalam irnplementasinya, inisiatif strategis tersebut dapat
dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukan kinerja yang luar
biasa dengan tidak hanya mencapai target kineq'a tahun berjalan tetapi juga
melampaui target kineq'a tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di
tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali. Selain itu, inisiatif
strategis RB General ini bisa disesuaikan kembali seiring dengan perubahan
fokus kebijakan RB ataupun perkembangan lingkungan strategis dalam
konteks perbaikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

C. Tema Reformarl Blrokrasl Tematlk dl Jawa Barat

Dalam rangka mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi
masyarakat, maka perlu untuk ditentukan tema RB tematik di Jawa
Barat. Sejalan dengan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023, sampai
dengan tahl;rr 2024 RB Tematik di Jawa Barat difokuskan pada:

1. Penanggu langan Kemiskinan;

2. Peningkatan Investasi;

3. Pengendalian Inflasi;

4. Digitalisasi Pemerintahan;

5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Dikarenakan Roadmap RB Jabar memiliki periodisasi 2023-2026,
maka untuk Roadmap RB Tematik pada tahun 2025-2O26 akan
dikembangkan tidak sebatas ke-S RB tematik mandatori, namun juga
untuk seluruh kinerja pembangunan daerah yang dari aspek capaian
masih belum optimal. Adapun untuk tema dan target RB tematik Jawa
Barat terlihat pada tabel berikut:

/
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Tabel 3.3.

Tema dan Target RB Tematik di Jawa Barat

Tema Eararaa Tenatllr Ildlletor Ba:elhc
l2o22l

Target Tahuana Iaadlng S€,ctor
2023 2024 2025 2026

Penanggulangan
Kemiskinarr

Menurunnya angka
kemiskinan

Persentase
Penduduk Miskin

7,94 7 ,48 7,64 7 ,49 7,30
Bappeda
(TKPKD}

Peningkatan
Investasi

Meningkatnya nilai
investasi

Nilai Realisasi
Investasi

174,58
Triliun

175
Triliun

t76,31
Triliun

t7a,o7
Triliun

179,8s
Triliun

DPMPISP
(Tim Percepatan
Investasi Daerah)

Pengendalial Inflasi
Terkendalinya tingkat
inflasi daerah

Tingkat Inflasi 6,O4 4,O 4,O 4,0
Sekretariat Daerah
{Tim Pengendalian
lnflasi Daerah)

Digitalisasi
Administrasi
Pemerintahan

Meningkatnya
implementasi
tran sformasi digital
dalam penanganarr
stunting

Prevalensi
Stunting

20,2 t9,2 15,52 t2,93 10,34
Dinas Kesehatan
(Tim Penanganan
Stunting)

Peningkatan
Penggunaal Produk
Dalam Negeri

Meningkatnya
penggunaan produk
dalam negeri

Tingkat
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri

49 o/o 60v" 95o/o
Dinas Perindag
(Tim P3DN)

4,O

8Oo/o 900/"

/
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Apabila dalam implementasinya, seluruh intervensi RB Tematik dapat
dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukan kine{a yang luar
biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga
melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kine{a di
tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali.

BAB IV

MAITA^'EUEI{ PELAITSAITAAI| REFORIIASI BIROKRASI DI .'AWA BARAT

A. Pelakranaan Reformad Blrokrad Pemerintah Daerah

l. Ftanneuork Implementarl Reformari Blrokrasl dl Jawa Barat

Arah Kebdakan implementasi RB di Jawa Barat difokuskan untuk
memperbaiki manajemen tata kelola pemerintahan (RB General) dan
mempercepat pelalsanaan agenda pembangunan yang marnpu
menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi
masyarakat (RB Tematik). Percepatan berbagai agenda pembangunan
yang berdampak nyata bagi masyarakat tentu saja harus diupayakan
melalui perbaikan tata kelola pemerintahannya. Oleh karenanya
pembangunan RB general dan RB Tematik sejatinya merupakan upaya
yang memiliki hubungan kausalitas yang positif dan harus dilaksanakan
secara terpadu dan beriringan.

Gambar 4.1. Framework Implementasi RB di Jawa Barat

2. Pengelola Reformarl Blrokrarl Pemerlntah Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan e{isiensi dalam pelaksanaan
kebijakan RB di Jawa Barat, baik RB general maupun RB tematik
memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan ini
diupayakan dengan pembenahan pengelola RB di lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat. Berbeda dengan periodisasi Roadmap RB
Jabar terdahulu, pengelola RB dibentuk dalam sebuah Tim Reformasi
Birokrasi dengan jumlah anggota yang cukup besar yang dari hasil
evaluasi dirasa tidak optimal, maka dalam Roadmap RB Jawa Barat
2023-2036 pengelola RB di level Pemerintah Daerah disusun secara lebih
simpel dengan pembagian peran yang cukup jelas dan terarah.

I
I
I
I

RB GENERAL

RB TEMATIK

FOKUS
IMPLEMENTASIRB
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tEAD!ilG SECTOR
PEilGArt'lPU RB TEMATIK

Gambar 4.2. Pengelola RB level Pemerintah Daerah

Pengelola RB level Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri
dari Strategic Transformation Unit (STUI, Leading Irstihttion pengampu
RB General dan I*ading Sector pengampu RB tematik. Di Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat tidak dibentuk secara khusus Tim RB
general dikarenakan seluruh kinerja RB general telah tercantum didalam
RPD dan Renstra Perangkat Daerah sehingga pembangunan RB General
sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah
khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan sehingga sudah secara
otomatis telah menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah
pengampunya.

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan RB Tematik, tidak secara
khusus dibentuk Tim RB Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi
eksisting sebenarnya telah terbentuk lembaga/tim khusus yang
menangani isu pembangunan yang dijadikan tema dalam RB tematik,
seperti contohnya untuk pengentasan kemiskinan telah terbentuk Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), untuk
pengendalian inflasi telah terbentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah
(TPID), untuk penggunaan produk dalam negeri telah terbentuk Tim
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN), untuk
peningkatan Investasi telah terbentuk Tim Percepatan Investasi Daerah.
Adapun untuk tema RB tematik lainnya apabila perlu dibentuk Tim
maka diberikan keleluasaan sepenuhnya kepada lea.ding sector RB
tematik tersebut.

al Strategic Tra nsformation Unif (STU)

STU adalah unit pengelola reformasi birokrasi pada
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan organ
pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep
pelaksanaan kebiiakan Reformasi Birokrasi di Jawa Barat,
mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi

I

TEADING IilSTITUTIOT{
PENGATTIPU RB GEilERAL

STRATEGIC
TRANSFORMATION UNlT
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Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
berdampak pada pencapaian sasaran strategis progrzrm
pembangunan daerah.

STU juga harus mampu memberikan bantuan (support
system) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan
strategi reformasi birokrasi serta marnpu membangun hubungan
kausalitas yang positif antara pembangunan RB General dan RB
Tematik. STU harus mampu menjadi backbone atau tulang punggung
sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap
pelaksanaan RB di instansi pemerintah.

Oleh karenanya sebagai organ yang diharapkan mampu
meLakukan percepatan sekaligus menjadi sttpport sgstem bagi
seluruh perangkat daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
maka tata kerja STU harus menerapkan tata ke{a lembaga
fungsional yang berbasis keahlian. Sejalan dengan itu, STU harus
diisi oleh pejabat fungsional yang sangat berpengalaman dalam tata
kelola RB, memiliki keahlian teknis dengan portofolio dan prestasi
kerja yang telah terbulcti mampu memperbaiki t^ta kelola
pemerintahan secara terpadu dan berkelanjutan serta memiliki relasi
komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

b) Penanggungjawab Pengampu (leading institution) Pelaksanaan RB
General.

Lea.ding Instittttion adalah perangkat daerah pengampu
indikator kinerja pelaksanaan RB general yang memiliki peran,
kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian
kine{a pelaksanaan RB general, menyusun dan melaksanakan
rencana aksi tahunan pelalsanaan RB general yang telah ditetapkan
dalam road map RB, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB
general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi
implementasi kebijakan pelaksanaan RB pada instansi pemerintah
daerah dan pada perangkat daerah, menyusun rencana aksi
tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB general
yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi
implementasi kebijalan pelaksanaan reformasi birokrasi general yang
diampu setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan
kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin perbaikan RB General
(tata kelola pemerintahan) di seluruh Kabupaten/Kota, Leading
Instihttion melakukan pembinaan dan asistensi kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan RB General yang diampunya.

c) Koordinator Pengampu (leading sectoy' Pelaksanaan RB Tematik

Leading Sector merupakan perangkat daerah yang memiliki
peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator
dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi
tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi
permasalahan, menetapkan target capaian kine{a tematik yang
ditetapkan llogical frdmeuo*), menyusun dan melaksanakan rencana
aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang
ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang
ditetapkan, men5rusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi
pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang telah
dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi
kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik setiap 6 (enam)r
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B. Pelaksanaan Reformarl BlrcLract Perangkat Daerah

Garda terdepan dalam pelaksanaan RB di Jawa Barat adalah
perangkat daerah sebagai unsur pelaksana seluruh agenda reformasi
birokrasi. Maka, sejak Tahun 2021 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
telah melaksanakan suatu terobosan dalam pengelolaan RB melalui
penerapan kebiiakan Pengukuran Indeks RB Perangkat Daerah dengan
menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2O2l tentang
Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.
Kebijakan pelaksanaan evaluasi implementasi RB di perangkat daerah ini,
telah memberikan dampak positif terhadap capaian Indeks RB Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat yang pada Tahun 2022 telah berhasil
memperoleh predikat A (Sangat Baik) dengan nilai sebesar 80,70 poin.

Tahun 2022 itu sendiri, merupakan tahun kedua dalam penerapan
kebijakan tersebut, yang pada prosesnya telah menggunakan sebuah sistem
informasi berupa Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi
(SURAB!. Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI) ini,
dirancang untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
secara terintegrasi pada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat.

1. Fokus Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di
Jawa Barat

Untuk menjamin te{adi kesinambungan perbaikan yang telah
dilakukan (cortiruott"s improuement) dalam pelaksanaan RB di Jawa
Barat, seiring dengan perubahan kebijakan pelaksanaan RB melalui
penajaman roadmap RB nasional 2O2O-2O24, mal<a pelaksanaan
evaluasi Implementasi RB pada level perangkat daerah akan menjadi
fokus strategi dalam implementasi RB di Jawa Barat. Pelaksanaan
reformasi birokrasi pada perangkat daerah secara umum terbagi dalam 2
komponan yaitu Pelaksanaan RB General dan Pelaksanaan RB Tematik
sebagai berikut:

a) Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah

Pelaksanaan RB General perangkat daerah merupakan
strategi internalisasi dari pelaksanaan RB General level pemerintah
daerah dengan tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kineq'a
pelaksanaan reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah.
Dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, maka diharapkan
implementasinya dapat lebih cepat terlaksana. Selain itu, dengan
melaksanakan RB General diharapkan tata kelol,a pemerintahan pada
level perangkat daerah dapat diukur dan dievaluasi sehingga
memberikan data dan informasi untuk dilakukan perbaikan,

bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim
Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin RB berdampak bagi
tuntasnya isu-isu pembangunan di Jawa Barat yang hasilnya dapat
dtasakan langsung oleh masyarakat, maka Leading Sector harus
menyinergikan upaya-upaya percepatan pembangunan dengan
Kabupaten/ Kota, terlebih lagi bagi tema RB tematik yang capaian
kine{anya bersifat agregatif dan akumulatif capaian kine{a
Kabupaten/Kota. Sinergi yang dibangun bisa dalam bentuk
pembagian peran dalam mengintervensi isu pembangunan
disesuaikan dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan
yang saling mendukung satu dengan lainnya dan tepat sasaran.

/
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Tabel 4. I
Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah

Ildlt to. PGnild.! Ildlt t r c.Irqia! PcDlLl.n Tolc.L
Utur

TE gpt
Ktaefja

L..ding
ln tltEtlor

1 2 3 4

A. C.p.L! &.rra! Str.tcd.

1
Tat lblol. P.nortnt ]a! Dlgtta.l yarS Efchtt Llac.l
.t.n Kohboradf

Indeks SPBE
Pe!_anskat Daerah

Nilai Indeks sPtsE Perangkat
Dacrah

l-5 3,OO
Dinas

Kominfo

b. capaian Akuntabilitas Kinela

Nilai SAKIP
Perangkat Daerah

Nitai Hasil
Akuntabilitas
tntemal

Evaluasi
Kinerja o- loo 70,00

Sctd4
lnspkctorat,

Bappeda
Capaian IKU
Pcrangkat Daerah

1. Tidak ada IKU Perangkat
Daerah t rcapai (096)

2. Sebagian kecil IKU
PerarBkat Dae!_ah
tercapai (<5096)

3. Sebaaian IKU Perangkat
Daerah tercapai (= 5 )

4. Sebagian besar IKU
Perangkat Daerah
tercapai (>50o/o)

5. Seluruh IXU Perangkat
Daerah Ercapai (10@6)

L.vel
1-5

5
Setda da'r
Bappcda

capaian Akuntabilitas Keuangan

Tindaklajut
Rekomendasi
TLHB

Peraentase Rckomendasi
Ha.sil Pemeriklaan yans
seleai ditindaklanjuti

o- 100 100,0o Inspektorat

Persentase Capaian Realisasi
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tallun
sebelumnya

6/o 95,00 BPKAD

Bud.F BLolr..l B.trAxHLAx dclgltr AslI yrrg
Prof..lond

Indeks Budaya Kerja
BeTAKHLAK

Nilai Hasil Survey
Implernentasi Kamus
Koropetensi ASN BeTAKHI,AK

o - loo 70,00 BKD

b Nilai Survei Kepuasan
Masyaiakat

Nilai Hasil Survcy Kepuasan
Masyarakat

l-5 4,50 Setda

Tingkat Keberhasilan
Pembsngunan z

l. Belum dilakukan
Pencanangan Zana
tntegritas

2. Telah dilaksanakaa
PencatraJrgan Zfia
Integritas

3. Telah dilaksanakan
evaluasi oleh TPN/TPI

4. Telai memperolch predikat
lDenuju WBK

5. TeLah memperoleh predikat
menuju WBBM

t.vel
l-5 4 Inspektor'at

B, Ca!.tan P.L.Lt.nesa B6btj.t r RB

a. Nilai Implcrnentasi
Perangkat Daerah

SPIP
3,OO Inspektorat

manakala terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi. Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah mengacu pada
sasaran dan indikator pelaksanaan RB General pada level Pemerintah
Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah.
Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB General Perangkat
Daerah addah sebagaimana Tabel 4.1 berikut:

a.

- Laporarr Re€lisasi
Angga.ran

2

Tintkat maturitas
SPIP
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Iltdltator Pelllala! IldtrtoE CrDat n P.trlld.! Tolat
Uhur

Thrg.t
BtrcrJ.

L.adtnt
Ir.tltutlon

I 2 3 4

b
Tingkat tindak lanjut
pcngaduan
marysrakat (LAPOR)

Nilai Persentase laporan
Pengaduaa mela.lui SP4N
l,apor yang berhasil
ditindaklanjut

100,oo Dinas
Kominfo

Nilai Kualitas
Kcbijakan Publik

Nilai Pengukuran Kualitag
Kebljakan Perangkat Dacrah

o 100 80,00 BP2D

d.
Nile.i Reformasi
Hukum

Nilai Pengukuran
Impledlentasi Rcformasi
Hukum Perangkat Daerah

o -100 ao,oo Setda

TinSkat Digitalisasi
Arsip

Nilai Kuditas Pengelolaan
Kca'3ipan Digital PcranSkat
Dacaah

o -100 a0,oo Dinas
Arpusda

f
Nilai Tata Kelola
Pengadaatr Barang
dan Jasa

Nilai Tata Kelola Pcngadaan
Barang & Jasa Perangkat
Daerah

o loo ao,oo Setda

h lndeks Prof6ionalita!
ASN

Nilai Indeks Profcsionalitas
ASN Perangkat Daerah o -100 ao,oo BKD

c C.Ft n Stt.to3t Poht!.r.rn RB G.tt.t l

I
Dokumcn Rencana Aksi
Pcmbaltunan RB Genaal
telah disusun dan ditetlpkan
scbagai dokumcn formal

Tidak STU

2
Tiagkat lmplementasi
Rencana ALsi
Pcmbangunan RB Cencral

1. Bclum ada Rencana Aksi
Pembangunan RB Geocral
tcrcapai (Oolo)

2. scb€gian kccil Rcncana
Aksi Pembangunan REI

Genera.l tcrcapai (<5@6)
3. scbagian bcsar Rcncana

Aksi Pembangunan RB
G€neral tercapai (>5 )

4- S€lumh Rcrrc€na Aksi
Pembangunan RB Genera.l
tcrcapai (10096l

t.vcl
l-4 4 STU

b) Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah

Pelaksanaan RB Tematik perangkat daerah merupakEm strategi

untuk mengukur sejauhmana perbaikan tata kelola pemerintahan

pada perangkat daerah memiliki korelasi positif terhadap

penyelesaian isu-isu pembangunan sesuai dengan core BLsiness

perangkat daerah tersebut (berdampak). Pelaksanaan RB Tematik

Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan

RB Tematik pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang

lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator

Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah adalah sebagaimana

Tabe1 4.2 berikut:

o - roo

Rencala Aksi
Pernbangunan RB General

t
lt

/



Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah

Iadltrtor PGDllelan tndlt tor C.p.L! PGltLL! Tola.L
I,LET

Trrgot
Binod.

LcadtlA
In.tltutloll

1 2 3 4 5

IL Str.togl X6rob.rg[!.. Rl Toeadt
1 Rencana Aksi

Pembangunan
RB Ternatik

1. Belum menjrusun Dokumen Rencana
Aksi Pembsngunan RB Tematik.

2. Dokuhen Rencana Aksi
Pembangunan RB Tematik telah
disusun namun belura ditetapkan
sebagai dokumen formal;

3. Dokumen Rencana Atsi
Pembanguna-n RB Teinatik tetah
disusun dan ditetapkan sebatai
dokumcn formal;

4. Dokumen Reacana Aksi
Pembangunan RB Tematik tclah
disusun dan ditetapkan sebagai
dokumen fomal rnemuat Strategi
Int rvensi melalui Logical framcworlg

5. flokumen Rencsna Aksi
Pernbangunaa RB Tematik telah
disusun dan ditetapkan s€bagai
dokumen formal memuat strat i
intervcnsi mclalui Logical framework
yang melibatkan paitisipasi multi
stakeholders (kolabo.asi pcntahclix) :

Level
1 5

STU

2 Tingkat
Implementasi
Rencana Aksi
Pembangunan
RB Tematik

Persentase Capaian Rencana Aksi
Pembangunan RB Tematik 100,oo STU

B. C.peLn lr.olr.l Ra T.o.tlt o-10() STU

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan
kebijakan reformasi birokrasi di Jawa Barat yang secara teknis
operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah, maka perlu dibentuk
pengelola RB di lingkup perangkat daerah. Pengelola RB di level
perangkat daerah disebut hojed Transformation Unft {mUl.
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Gambar 4.3. Pengelola RB level Perangkat Daerah
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(Projed Tran*formation Unit)

PTU diketuai langsung oleh Kepala Perangkat Daerah yang
membawahi pelaksanaan RB General yang diketuai Sekretaris Perangkat
Daerah dan pelatsanaan RB Tematik yang diketuai Kepala Bidang
Telaris sesuai dengan core bttsirrcss RB tematik di masing-masing
perangkat daerah. Dalam kondisi tertentu dengan pertimbangan
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan RB di perangkat daerah, PTU dapat
lebih disederhanakan atau bahkan dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan perangkat daerah masing-masing.

C. Monltoring dan Eriraluasi Pelaksanaan Reformasl Blrokrasl
Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui

berjalan atau tidaknya rencana aksi RB General dan RB Tematik baik di
lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Monitoring dan
evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana
aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan
rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring
dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan.

Dalam pelaksanaan RB General dan RB Tematik dapat saling
berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi RB di level intansi
pemerintah harus komprehensif dikoordinasikan antara RB General dan RB
Tematik. Oleh karenanya, monitoring dan evaluasi RB General dan RB
Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah di
Jawa Barat dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan teknologi
informasi melalui aplikasi SURABL

Monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik
di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh STU, sedangkan untuk
monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General di lingkup perangkat
daerah secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang
ditunjuk sebagai leadirq institrttion RB General dan monitoring pelaksanaan
rencana aksi RB Tematik di lingkup perangkat daerah dilaksanakan oleh
STU.

Adapun untuk pelaksanaan evaluasi RB General dan RB Tematik di
lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP
atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi
internal). Sedangkan untuk evaluasi RB General dan RB Tematik di lingkup
perangkat daerah dikoordinasikan oleh STU.
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Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan
pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong
capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan
peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan
terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari
praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birolaasi termasuk ke dalam
agenda prioritas nasional, maka melalui penatapan Road Map Reformasi
Birorkasi yang dilalukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan
pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan strategi Reformasi
Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian
sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung
kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat
yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk
semakin adaptif dan lincah. Adanya penetapan Road Map Reformasi
Birokrasi ini pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus
pada empat aspek, yaitu: penetapan tduan dan sasaran, fokus kepada isu
strategis hulu melalui pelaksanaan RB General dan isu strategis hilir melalui
pelaksanaan RB Tematik, serta pelaksanaan RB General dan RB Tematik
pada Perangkat Daerah di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat.

Pada akhirnya, pentapan Road Map Reformasi Birokrasi ini,
diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan
reformasi birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen
pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus
dibangun bersama seluruh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah di
seluruh Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam Grand Design
Reformasi Birokrasi 20 lO-2O25.
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